
BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daaerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



•

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran negara

Republiklndonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);

IS.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16.Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik sebagaimana telah

diubah degan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123

Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi

Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 11);



17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33);

IS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2009 Nomor 4 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2

Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 30);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 24);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33);

25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33

Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

semula berjumlah Rp3.743.918.763.744,00 berkurang sejumlah

Rp 204.277.059.389,00 sehingga menjadi Rp 3.539.641.704.355,00 dengan

rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula Rp 3.568.568.763.744,00

b. Berkurang Rp (245.482.182.870.00)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 3.323.086.580.874,00



2. Belanja :

a. Semula Rp 3.743.918.763.744,00

b. Berkurang Rp (204.277.059.389,00)

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 3.539.641.704.355.00

Defisit setelah Perubahan Rp 216.555.123.481.00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 205.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 42.705.123.481.00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah

Perubahan Rp 247.705.123.481,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 29.650.000.000,00

2) Bertambah Rp_ 1.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah

Perubahan Rp 31.150.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah

Perubahan Rp

216.555.123.481.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal Q 6 OCT 2020

BUPATI BANYUMAS,
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